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ABSTRAK 

 

Rangga Dian Pramana 8105123240. Laporan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat. Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 

Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 

November 2014. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran dan 

penjelasan dari hasil pekerjaan di Sudin 1 Jakarta Pusat yang telah 

dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan mata 

kuliah PKL itu sendiri serta untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat, beralamat di jalan Abdul Muis 

No.66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788 Jakarta Pusat. Sudin 1 Jakarta Pusat 

bergerak di pengelolaan pajak daerah yang berkaitan dengan pajak hotel, 

restaurant, reklame, parkir. 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai 

sejak tanggal 23 Juni s.d. 23 Juli 2014 dengan 5 hari kerja, Senin-Jumat 

pada pukul 7:15 s.d. 14:30 dan hingga pukul 15:00 pada hari Jum’at. 

Praktikan meng- input pelaporan wajib pajak, membuat kearsipan data Suku 

Dinas Pelayanan 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengikuti seminar 

Sosialisasi Perda Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Reklame, serta membuat 

laporan teguran wajib pajak dan pemuhktahiran data wajib pajak dalam pajak 

hotel, restoran, parker dan reklame. 

Selama masa pelaksanaan, praktikan dibimbing oleh pegawai bagian 

penagihan, P3D, penetapan, penyelesaian sengketa pajak. Meski mengalami 

kendala, Praktik Kerja Lapangan tetap dapat kembali berjalan. Praktikan 

memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan dari setiap kegiatan yang 

dilakukan , sehingga dengan harapan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam dunia kerja. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Dengan mengucap syukur dan puji alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT,  

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

Berharganya pelajaran yang telah diperoleh serta informasi ilmu 

pengetahuan yang didapat menjadi sebuah tantangan yang menjadi motivasi untuk 

praktikan dalam proses penyusunan Laporan Praktik Kerja. Ungkapan terima 

kasih praktikan tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, 

arahan, maupun dorongan kepada praktikan. 

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya;  

 
2. Orangtua yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat;  

 
3. Bapak Drs. Dedi Purwana E. S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta;  

4. Bapak Drs.Nurdin Hidayat,MM.,M.Si  selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  

5. Bapak Dr. Saparuddin M,M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  

6. Ibu Santi Susanti, S. Pd., M. Ak. selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan dosen 

pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan terkait PKL; 

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 
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telah memberi bimbingan dan semangat kepada praktikan;  

8. Bapak Andri Divisi Kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

yang telah memberi kesempatan kepada praktikan untuk melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan;  

9. Bapak Arief Susilo, SH, M,Si. Selaku Plt. Kepala Suku Dinas Pelayanan 

Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat 

10. Ibu Umiyati, SE, MM selaku Kepala Seksi Penagihan Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memberikan 

pengarahan dan bimbingan pada bagian penagihan;  

11. Bapak Abdul Rachman, S.Sos selaku Kepala Seksi P3D; 

12. Bapak Asif Kurniawan, S.Sos selaku Kepala Seksi Penetapan; 

13. Bapak Supriyadi, S.Sos selaku kepala Seksi Sengketa Pajak; 

14. Seluruh karyawan Suku Dinas Pelayana Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta 

Pusat; serta  

15. Teman-teman baik di kelas maupun luar kelas Pendidikan Akuntansi 

Reguler 2012 FE- UNJ atas segala dukungan. 

Dalam setiap hal kehidupan ini terdapat kebaikan dan kekurangan, 

layaknya Laporan PKL ini maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat 

diharapkan dalam proses penyempurnaan. Semoga Laporan PKL ini dapat 

memberi manfaat bagi para pembaca. 

      Jakarta, Novemeber 2014 

 

Penulis 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang PKL 

       Pembangunan daerah memiliki keterkait dengan pembangunan nasional, 

dimana pembanguan tersebut dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah 

yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

dapat mengatur kebijakan pemerintahaan secara mandiri sesuai dengan 

amanah Undang-undang Dasar 1945. Pengelola penyelenggaraan 

pemerintahaan secara mandiri ini memberikan kesempatan kepada daerah 

untuk meningkatkan dan memperdayagunakan kinerja pemerintah daerah 

untuk berpartisipasi dalam pembanguan nasional.  

Sumber daya daerah memiliki potensi tersendiri dalam memberi peluang 

daerah untuk mengelolanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang 

madani dan mandiri. Penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri tersebut 

berpeluang untuk membuat suatu kelembagaan yang dinaungi oleh hukum dan 

Undang-undang, kelembagaan ini akan menjadi  alat kelengkapan pemerintah 

dalam mengelola sumber daya pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah, 

maka  daerah membentuk lembaga pengelolaan pajak daerah guna 

meningkatkan dan melakukan pengawasan terhadap retribusi pajak daerah 

terhadap negara.  
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Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat sangat berpengaruh dalam 

pembangunan daerah, sehingga fungsi pemerataan daerah di Indonesia dapat 

terkondisikan. Lembaga-lembaga akan berjalan dengan baik dan terarah ketika 

terdapat eleman sumber daya skill yang mengelolanya, maka sebagai 

akademisi Praktikan mengaplikasi hal ini, guna mempersiapkan tuntuan di era 

global yang terbuka dan bebas bertanggung jawab ini, untuk dapat terlibat 

dalam dunia kerja. Praktikan memiliki kontribusi awal dalam partisipasi 

pembangunan daerah.  

Melalui Universitas Negeri Jakarta Praktikan belajar untuk 

mengimplementasikan sarana dalam upaya memenuhi aspek dunia kerja yang 

dibutuhan pemerintah daerah. Kebutuhan dunia kerja inilah yang mendarong 

Praktikan terjun ke dunia kerja, secara praktik awal melalui yakni Praktik 

Kerja Lapangan atau yang lebih dikenal dengan istilah PKL. Kondis Praktik 

Kerja Lapangan sendiri dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh 

gambaran secara lebih komprehensif mengenai dunia kerja. Mahasiswa diberi 

kesempatan untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik di lapangan sesuai 

dengan kebutuhan program studi masing-masing.  

Program tersebut pun memberi kompetensi pada mahasiswa untuk dapat 

lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan 

dunia kerja. Hal ini jelas untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum memasuki 

dunia kerja, yang Program Praktik Kerja Lapangan dilakukan oleh setiap 

mahasiswa tingkat akhir baik secara individu (perorangan) maupun 

berkelompok. Praktikan sendiri melaksanakan program Praktik Kerja 
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Lapangan secara kelompok di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota 

Administrasi Jakarta Pusat. 

 

B.  Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang diterapkan 

oleh Universitas Negeri Jakarta adalah 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu terkait bidang studi 

khususnya unit penagihan da sengketa pajak saat melakukan Praktik 

Kerja Lapangan, yaitu pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota 

Administrasi Jakarta Pusat;  

 
2. Menambah pengalaman keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan 

kemampuan dalam bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja; 

serta  

 
3. Membandingkan teori di perguruan tinggi pada praktik didunia kerja 

baik secara langsung ataupun tidak langsug. 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, adalah: 

1. Memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan yang berada 

pada kondisi nyata dalam perusahaan;  

 
2. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan 

teori perkuliahan;  

 
3. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai 

dengan perkembangan zaman; dan  
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4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam 

melaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan yang 

siap di dunia kerja.  

 

C.  Kegunaan PKL 

Dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan, berikut adalah manfaat 

yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalamprogram 

tersebut: 

1. bagi mahasiswa, yakni:  

a. sarana dalam melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan 

pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan; 

b. kegiatan  belajar  dalam  mengenal  dinamika  dan  kondisi nyata 

dunia kerja; 

c. sarana pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan sebelumnya guna menemukan sesuatu yang baru yang 

belum diperoleh dari pendidikan formal; serta  

2. bagi Fakultas Ekonomi-UNJ, yakni memperoleh upaya 

penyempurnaan kerjasama dengan lembaga terkaiy giuna memangun 

link pada dunia kerja untuk lulusannya; serta 

3. bagi Dinas Pemerintah, yakni membangun kerjasama dengan pihak 

luar guna memperbahuran sistem sesuai dengan yang berkembang saat 

ini. Hal ini dilakukan untuk mengingkatkan kualitas kerja pada 

instansi. 
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D. Tempat PKL  

       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu Dinas Pemerintah, 

yaitu Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

Praktikan ditempatkan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta  Lantai 2 Sudin 

1 Jakarta Pusat Gedung Abdul Muis, Jakarta Pusat. Berikut adalah identitas 

lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 

Nama Dinas : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

   Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi- 

   Jakarta Pusat 

Alamat : Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat 

Telepon : (021) 3865580-85 

Faksimili : (021) 3865788 

Website : dpp.jakarta.go.id 

       Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan pemilihan praktikan 

dalam melaksanakan program PKL pada perusahaan tersebut, yakni sebagai 

langkah implementasi ilmu selama di perkuliahan karena perusahaan tersebut 

bergerak di bidang pengolahan pajak daerah yang menjadi pengelola 

pendapatan daerah. Oleh karena itu, praktikan tertarik untuk mempelajari 

secara lebih mendalam mengenai proses perpajakan yang dilakukan Sudin 1 

Jakarta Pusat. 

 

E.  Jadwal Waktu PKL 
 

       Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, 

terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 23 Juli 2014. Dalam melaksanakan 
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praktik tersebut, waktu kerja praktikan ditentukan dan diatur oleh 

kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sedangkan untuk pembagian 

tempat divisi atau seksi praktikan melakukan kerja ditentukan oleh Suku 

Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat 

 
       Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 
1. Tahap Persiapan 

       Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 

praktikan membuat surat izin PKL di BAAK (Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan). Surat izin digunakan untuk  

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pengajuan tersebut dilakukan 

pada tanggal 17 Mei 2014 dan surat diambil pada tanggal 19 Mei 

2014 di loket administrasi BAAK Universitas Negeri Jakarta, hal 

ini dikarenakan proses pengajuan surat membutuhkan waktu 2 hari. 

Selanjutnnya, praktikan memberikan surat izin tersebut kepada 

bagian Kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta, 

pada tanggal 19 Mei 2014. 

       Waktu yang dibutuhan untuk konfirmasi dari Dinas Pelayanan 

Pajak DKI Jakarta memerlukan waktu sehari, kemudian surat 

rekomendasi Dinas praktikan ajukan pada Sudin 1 Jakarta Pusat 

dengan lama konfirmasi penerimaan dan penempatan di Sudin 1 

Jakarta Pusat selama sehari. Satu minggu setelah konfirmasi 

dengan Sudin 1 Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat 
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praktikan mendapat menataran untuk persiapakan pada 

pertengahan Juni 2014 untuk mulai melakukan PKL di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 23 

Juli 2014. Sesuai dengan kontrak perjanjian awal, jam kerja 

dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jumat pada pukul 07:15-15:30 

WIB dan hari Jumat pada pukul 07:15-16:30 WIB. Pertepatan pada 

bulan ramadha maka waktu pulang di majuka 30 menit. Praktikan 

PKL di Sudin 1 Kota Adminstrasi Jakarta pulang praktik tentu 

sebab praktikan malakukan kegiatan yang memadai seperti 

kontribusi untuk persiapan seminar dan pembuatan pemuhktahiran 

data Wajib Pajak,  

3. Tahap Pelaporan 

       Praktikan mulai melakukan penyusunan laporan Praktik Kerja 

Lapangan sejak bulan Oktober 2014 hingga November 2014. 
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BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Dinas 

       DKI Jakarta merupakan bagian dari daerah otonom yang memiliki 

kemandiri untuk dapat mengelola sumber daya asset baik itu pendapatan 

daerah guna pembangunan dan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. 

Pengelolaan pemasukan daerah tersebut dapat berupa wadah kelembagaan 

yang sah menurut UU yang berlaku. Kegiatan di dalam lembaga tersebut 

berupa pemungutan dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. 

Lembaga tersebut berupa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sejarah singkat 

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah melalui beberapa proses sejarah 

yang cukup mendewasakan. 

       Kelembagaan tersebut untuk ikut andil dalam pembanguan daerah. Inilah 

alur sejarah DPP DKI Jakarta: Suku Bagian Padjak (1952-1955) berdasarkan 

Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No 

18/D.K tanggal 11 September 1952; Bagian Padjak (1956-1965); Kantor 

Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-1967) berdasarkan Surat 

Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966; Dinas Padjak dan 

Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

DCI Djakarta No Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968; Kantor Padjak 

dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan Keputusan Gubernur 
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KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975; Dinas Padjak 

DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No 

B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976; dan dinas Pendapatan Daerah DKI 

Jakarta (1983-2007) berdasarkan Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No 890 

tahun 1981. Dan terakhir pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Propinsi DKI 

Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapaan Daerah DKI 

Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.Untuk 

menindaklanjuti Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai 

Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No 34 

tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi 

DKI Jakarta. 

       Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dikoordinasikan 

oleh Walikota. Di setiap Kota Adminitrasi dibentuk 2 Suku Dinas Pelayanan 

Pajak yaitu: 

1. Suku Dinas Pelayanan  Pajak I Jakarta Pusat, 

2. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat, 

3. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan, 

4. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan, 

5. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat, 

6. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat, 

7. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara, 



 
 

10 
 

8. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara, 

9. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur, serta 

10. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur. 

       Serta pembagian wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak sebagai 

berikut: 

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Tanah Abang; 

b. Kecamatan Menteng; 

c. Kecamatan Senen; dan 

d. Kecamatan Johar Baru. 

2. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Cempaka Putih; 

b. Kecamatan Kemayoran; 

c. Kecamatan Sawah Besar; dan 

d. Kecamatan Gambir. 

3. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Mampang Prapatan; 

b. Kecamatan Kebayoran Baru; 

c. Kecamatan Kebayoran Lama; 

d. Kecamatan Cilandak; dan 
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e. Kecamatan Pesanggrahan. 

4. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Setiabudi; 

b. Kecamatan Tebet; 

c. Kecamatan Pancoran; 

d. Kecamatan Pasar Minggu; dan 

e. Kecamatan Jagakarsa. 

5. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Tamansari; 

b. Kecamatan Tambora; 

c. Kecamatan Cengkareng; dan 

d. Kecamatan Kalideres. 

6. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Palmerah; 

b. Kecamatan Grogol Petamburan; 

c. Kecamatan Kebon Jeruk; dan 

d. Kecamatan Kembangan. 

7. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Tanjung Priok; 
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b. Kecamatan Pademangan; dan 

c. Kecamatan Penjaringan. 

8. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Kepala Gading; 

b. Kecamatan Koja; 

c. Kecamatan Cilincing; dan 

d. Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan 

Seribu. 

9. Suku Dinas Pelayanan Pajak  I Jakarta Timur dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Kramat Jati; 

b. Kecamatan Pasar Rebo; 

c. Kecamatan Makasar; 

d. Kecamatan Cipayung; dan 

e. Kecamatan Ciracas; 

10. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur dengan wilayah 

kerja meliputi: 

a. Kecamatan Matraman; 

b. Kecamatan Jatinegara; 

c. Kecamatan Pulogadung;  

d. Kecamatan Cakung; dan Kecamatan Duren Sawit. 
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       Setiap UPPD atau Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan 

seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya. Suku Dinas Pelayanan Pajak 

1 Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki visi dan misi tersendiri dalam 

menjalankan pengelolaan pajak daerah. Tentu ini dilakukan agar 

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta menumbuhkan 

komitmen terhadap kinerjanya untuk mengelola pajak daerah.  

 
a. Visi dan Misi Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat 

         Sudin 1 Jakarta Pusat merupakan salah satu dari 10 (Sepuluh) 

Suku Dinas yang mewakili setiap pemungutan pajak daerah di setiap 

kota administrasi Dinas Pelayanan Pajak DKI.  

1. Visi Perusahaan 

       Menjadi DIPENDA sebagai organisasi yang efesien dan 

efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan 

aktif masyarakat. 

 
2. Misi Perusahaan 

2.1  Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah; dan 

2.2  Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait lain dalam 

perencanaan, pelaksanaan serta pemungutan pendapatan 

daerah. 

3. Motto Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat 

“Berikan Pelayanan Terbaik Pasti Pendapatan Daerah Pasti  

Meningkat”. 
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b. Logo Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

       Logo Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta layaknya logo daerah 

Jakarta, hal ini dikarenakan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Jakarta 

merupakan bagian dari dinas yang beroperasi dibawah komando 

Gubernur Jakarta, sehingga intansi terkait memiliki hubungan berupa 

Dinas yang mengelola pajak daerah berupa punggutan pajak daerah. 

Lukisan Perisai segi lima yang didalamnya melukiskan gerbang 

terbuka. Didalamnya terdapat gerbang terbuka, sehingga nampak 

tugu nasional yang dilingkari oleh untaian (krans) padi dan kapas. 

Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan kapas.  

       Pada bagian atas pintu gerbang tertulis sloka “Jaya Raya”, 

sedang di bagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut. 

Pinggiran Perisai digaris tebal dengan warna emas, gerbang terbuka 

bagian atas berwarna putih, sedang huruf-huruf sloka “Jaya Raya” 

yang tertulis diatasnya berwarna merah, tugu nasional berwarna 

putih, untaian (krans) padi berwarna kuning dan untaian (krans) 

kapas berwarna hijau serta putih, ombak-ombak laut berwarna dan 

dinyatakan dengan garis-garis putih, kesemuanya ini dilukiskan atas 

dasar yang berwarna biru. 

Makna dari atribut tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi kemerdekaan 

Indonesia, jakarta sebagai lbu-Kota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pengertian kota dilambangkan dengan gerbang (terbuka). 
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Kekhususan kota Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi 

dilambangkan dengan tugu nasional  yang melambangkan kemegahan 

dan daya juang dan cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tak 

kunjung padam. Tugu Nasional ini dilingkari oleh untaian padi dan 

kapas, dimana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah 

tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan 

Bangsa Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur 

dalam persatuan yang kokoh erat. Dibagian bawah terlukis ombak-

ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari Kota dan 

negeri kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar 

wama biru, wama angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan 

dan cinta darnai bangsa Indonesia dan keseluruhan ini pula berada 

dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu terteralah dengan 

kemegahan yang sederhana sloka Jaya Raya satu sloka yang 

menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan. Jakarta Raya 

sebagai lbu-kota dan kota perjoangan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang 

seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, 

sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara 

Pancasila.
1
 

                                                           
1 Sumber : Perda No. 6 Tahun 1963 dan Perda No. 9 Tahun 1964 
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B. Struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak 

       Dinas Pelayanan Pajak merupakan pelaksana Pemerintah Daerah yang 

diberikan tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah dan 

mengadakan pelayanan pajak daerah serta melaksanakan koordinasi pelayanan 

pajak daerah sesuai dengan kewenangan Suku Dinas.Peran utama dari tiap 

satuan kerja organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi 

Jakarta Pusat adalah sebagai berikut 

1. Tugas Pokok  

       Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Suku Dinas yang mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. Dimana 

Kepala Suku Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, 

seksi dan subkelompok jabatan fungsional, melaksanakan kerja sama 

dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja 

perangkat daerah atau instansi pemerintah atau swasta dalam rangka 

pelaksanaan tugas. 

2. Fungsi 

       Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat terdiri dari berbagai 

subbidang atau seksi yang masing-masing memiliki peranan dan fungsi 

yang berbeda, hal ini dilakukan guna untuk dapat memfokuskan 

kinerja dari setiap subbagian tersebut. 
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a. Bagian Tata Usaha  

       Subbagian Tata Usaha Melaksanaan administrasi suku dinas, 

dimana TU mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja 

Dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas 

sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan 

anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas, 

melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas, 

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, melaksanakan 

pengelolaan keuangan dan barang, melaksanakan surat-menyurat 

dan kearsipan, melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, dan 

perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas, memelihara 

kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor, 

melaksanakan upacara dinas, pengaturan acara dan publikasi 

kegiatan suku dinas, melaksanakan pengelolaan ruang rapat suku 

dinas, melaksanakan implementasi sistem aplikasi komputerisasi 

pelayanan pajal daerah, melaksanakan evaluasi sistem aplikasi 

komputerisasi pelayanan pajak daerah, memberikan pelayanan 

penyuluhan terhadap wajib pajak, menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan 

pelayanan pajak pada kota administrasi/kabupaten administrasi, 
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mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, 

kegiatan, dan akuntabilitas) suku dinas, menyiapkan bahan 

laporan suku dinas terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha, 

serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Subbagian Tata Usaha. 

 

b. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak (P3D)  

       Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak merupakan 

satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan 

pendaftaran dan penatausahaan pajak daerah. Seksi Pendaftaran 

dan Penatausahaan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Suku Dinas. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak 

mempunyai tugas menyusun bahan rencana kerja dan anggaran 

dan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas sesuai dengan 

lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran 

suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, menerima, meneliti, 

dan menatausahakan permohonan pendaftaran wajib pajak 

melaksanakan pendataan dan pengawasan wajib pajak, 

menyusun buku induk pajak daerah pada lingkup kota 

administrasi, menerbitkan, mengadministrasikan dan 

mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat 
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Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk jenis pajak daerah 

yang pajaknya ditetapkan, menerima dan memproses perizinan 

tertentu di bidang pajak daerah, mengusulkan penerbitan, 

pencabutan, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD), menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng 

pajak reklame, menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, 

tunggakan, dan penagihan pajak daerah, menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah terkait 

dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak, serta 

menyiapkan bahan laporan. 

 

c. Seksi Penetapan Pajak  

       Seksi Penetapan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku 

Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penetapan pajak 

daerah. Seksi Penetapan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penetapan Pajak mempunyai 

tugas menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan 

lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan 
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Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, 

menghitung dan memperhitungkan pajak terutang, membuat 

risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang, menerima, 

mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan hasil 

pemeriksaan (LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan 

menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda 

masuk/karcis dan dokumen lain yang dipersamakan, menyusun 

rencana penerimaan pajak daerah, menyediakan bahan 

perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait 

dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, menyiapkan bahan laporan 

suku dinas terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, dan 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Seksi Penetapan Pajak. 

 

d. Seksi Penagihan Pajak  

Seksi Penagihan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku 

Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. 

Seksi Penagihan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Suku Dinas. Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas menyusun 

bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 

anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, 

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas 
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sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan verifikasi Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPtPD), menerima dan memproses permohonan 

perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPtPD), menerima dan memproses pembetulan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerbitkan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD), melakukan rekonsiliasi 

penerimaan pembayaran pajak daerah, melakukan penagihan 

pajak dengan surat paksa, membuat daftar himpunan pembayaran 

dan dan piutang pajak daerah, menyusun daftar piutang yang 

tidak dapat ditagih dan yang akan dihapuskan, menyusun laporan 

jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan dan penagihan pajak 

daerah, membuat salinan surat ketetapan pajak daerah, menerima 

dan memproses pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran pajak daerah, memproses dan mengadministrasikan 

pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan, membuat 

usulan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, melakukan 

koordinasi dengan unit instansi terkait dalam rangka penagihan 

pajak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 

pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak, 

serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Seksi Penagihan Pajak. 
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e. Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak  

Seksi Penyelesaian Sengketa merupakan satuan kerja lini 

Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan 

pajak. Seksi Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penyelesaian Sengketa 

mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan 

lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, menerima, 

mengadministrasikan dan memproses permohonan pengurangan 

sanksi administrasi (kenaikan, bunga dan denda) pajak daerah 

sesuai dengan kewenangannya, mengadministrasikan keputusan 

mengenai pengurangan sanksi administrasi (kenaikan, bunga dan 

denda pajak daerah), menerima dan memproses permohonan 

keberatan pajak, mempersiapkan surat uraian banding atas 

permohonan keberatan pajak daerah, membuat dan melaporkan 

risalah dan keputusan keberatan, menerima dan memproses 

penyelesaian gugatan wajib pajak, menerima dan memproses 

sanggahan dari wajib pajak, menerima dan memproses 

permintaan peninjauan kembali, melakukan proses pembetulan, 

pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak daerah, menghadiri 

persidangan penyelesaian sengketa pajak, menyiapkan bahan 
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perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait 

dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak, menyiapkan 

bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi 

Penyelesaian Sengketa Pajak, dan melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian 

Sengketa Pajak. 

 

C. Kegiatan Umum Dinas Pelayanan Pajak 

       Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah mempunyai beberapa kegiatan, yaitu 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas 

Pelayanan Pajak, pelayanan pemberian informasi dan pendaftaran wajib pajak, 

pendataan dan penatausahaan wajib pajak, pemantauan penerimaan 

pembayaran pajak daerah, penetapan jumlah kewajiban pajak daerah yang 

harus dibayar wajib pajak, penagihan pembayaran kewajiban pajak daerah 

yang harus dibayar wajib pajak, penyelesaian sengketa pajak daerah, 

pelaksanaan koordinasi pelayanan pajak daerah pada lingkup kota 

administrasi. 

       Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang 

berkaitan dengan pelayanan pajak pada kota administrasi, pengelolaan 

kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas, pelaksanaan kegiatan 

kerumahtangga dan ketatausahaan suku dinas, pelaksanaan publikasi  kegiatan 

dan pengaturan acara suku dinas pelayanan pajak, penyediaan, penatausahaan, 
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penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku 

dinas, penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Suku Dinas Pelayanan Pajak, serta pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanan tugas dan fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak. 

        Apabila terdapat utang pajak yang belum tertagih maka Dinas Pelayanan 

Pajak berhak melakukan penagihan utang tersebut menggunakan surat paksa. 

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat 

Paksa, penyanderaan, menjual barang yang disita.
2
 Surat paksa diterbitkan 

apabila ditemukan seorang wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan 

kepada si wajib pajak tersebut sudah diterbitkan surat teguran atau surat 

peringatan, wajib pajak juga tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dengan 

keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, dan juga 

apabila wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya sampai dengan 

tanggal jatuh tempo pembayaran. 

 

                                                           
2
 UU no 19 tahun 2000 
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BAB III 

 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

 

 

A.  Bidang Kerja 

       Selama masa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Suku 

Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat di bidang 

penagihan, kedisiplinan, keramahtamahan dan ketepatan menjadi hal yang 

dituntut oleh Sudin 1 Jakarta Pusat bagi praktikan. Pada kegiatan tersebut, 

praktikan tidak hanya berada ditempatkan seksi Penagihan dan Penetapan 

Pajak Daerah namun pada kesempatan yang telah terjadwalkan praktikan 

membantu pada bagian TU, P3D (Pendaftraan dan Pentatausahaan Pajak), 

dan Sengketa Pajak. Penjadwalan pada setiap seksi telah disesuai dengan 

keputusan Sudin 1 Jakarta Pusat, serta pembagian ini didasari sumberdaya 

skill yang kurang memadai sehingga praktikan tidak hanya fokus pada satu 

bidang penagihan saja tetapi 5 (lima) seksi di Suku Dinas Pelayanan Pajak 

kota Administrasi Jakarta Pusat, namun praktikan fokus pada seksi 

penagihan. 

Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan 

selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

 
a. Meng-input data pemuhktahiran wajib pajak dalam rangka penyusuan 

laporan pendapatan tahun 2013;  

b. Mengklasifikasikan data penyetoran wajib pajak pada database di 
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Sistem Pemungutan Pajak Daerah mengunakan akun pegawai tetap 

Sudin 1 Jakarta Pusat;  

c. Membuat telaah data pendaftran dan proses wajib pajak pada P3D; 

d. Membuat penetapan Pajak serta mengolah data wajib pajak untuk 

mengajukan keringan pajak serta menetapan denda atau besaran pajak; 

serta  

e. Mencetak data porporasi kegiatan event, hotel dan restoran.  

 

B.  Pelaksanaan Kerja 

       Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terhitung sejak 

tanggal 2 Juli 2012 hingga 31 Juli 2012. Pada awal masa kerja, praktikan 

diberikan arahan mengenai tata tertib dan peraturan Dinas serta bimbingan 

mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh praktikan selama masa PKL. 

Kepala Seksi bagian Tata Usaha memberi penjelasan kepada praktikan 

mengenai tugas yang akan dikerjakan selama masa kerja PKL, sebagai 

langkah awal untuk memasuki atau praktik di seksi Penagihan. Tugas tersebut 

memberikan gambaran bagi praktikan mengenai alur masuk hingga proses 

wajib pajak dalam Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta 

Pusat.  

       Pengarahan kepala Seksi Penagihan memberikan gambaran tugas yang 

dilakukan oleh bagian penagihan, yang salah satunya memonitoring da 

melakukan evaluasi terhadap wajib pajak baik restoran, parkir, hiburan, dan 

hotel, untuk reklame sendiri dilimpahkan pada bagian P3D. Dalam mencapai 



27 
 

maksud dan tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan berupaya 

memahami setiap pekerjaan yang diberikan. Pemahaman tersebut ditujukan 

agar praktikan dapat mencapai keahlian (skill) yang harus dimiliki sehingga 

praktikan dapat melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik-

baiknya.  

       Selain itu, dibutuhkan kedisiplinan secara berkesinambungan untuk dapat 

mencapai prestasi kerja yang tinggi. Adapun perincian tugas yang dilakukan 

oleh praktikan selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan di Suku Dinas 

Pelyanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: 

 
a. Meng-input dan Mencetak Data Wajib Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, 

Parkir Melalui Sistem Pemungutan Pajak Daerah SP2D sekaligus 

pengecekan lapor wajib pajak, karena sistem pembayaran online, praktikan 

hanya dapat mengecek dan menvalidasi apakah wajib bayar telah 

melakukan pembayaran dengan melihat SSPD (Surat Setoran Pajak 

Daerah) dan SPPTD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sesuai dengan 

Subjek Pajaknya. 

      Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan 

dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan 

dikenakan pajak.
3
 SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah merupakan bukti 

formulir telah melakukan pembayarn yang dilakukan perbulan, dimana 

SSPD yang harus disertai pula SPPTD sebagai kenali dari SSPD. 

 

                                                           
3
Suandy Erly. Hukum Pajak. Online Situs 
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b. Mengevaluasi dan memonitoring terhadap wajib pajak yang telah 

melakukan varifikasi telah melakukan pembayaran, ketikan sistem online 

pajak sedang dikembangkan. Disini Praktikan menggunakan Sistem 

Pemungutan Daerah. Dengan melihat data Wajib Pajak. Praktikan masuk 

pada sistem ini menggunakan akun unit penagihan 

c. Membuat laporan monitoring laporan realisasi pajak. Dalam proses 

pemeriksaan, seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal bertugas untuk 

melakukan monitoring jalannya pemeriksaan dan verifikasi terhadap unit-

unit dalam Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat. Hal tersebut akan 

dibuat dalam laporan terkait WP aktif atau WP tutup dan teguran untuk 

tunggakan. Monitoring ini dibuat laporannya dalam format Microsoft 

Excel. 

d. Melakukan porporasi, Porporasi merupakan note atau tanda legal yang 

diberikan oleh Suku Dinas Pajak 1 Jakarta Pusat kepada WP untuk 

memontoring dari hasil pajak yang akan diolah kembali jika terjadi 

perbedaan. Porporasi tersebut berupa tanda bintang pada bon. 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

       Setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti akan menjumpai kendala. 

Begitu pula yang praktikan rasakan saat melakukan program PKL ini. 

Namun, kendala ini justru menjadi motivasi bagi praktikan untuk bisa 

memperoleh wawasan dan pengalaman yang lebih dalam kembali. 
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Kendala yang dihadapi praktikan selama menjalani Praktik Kerja 

Lapangan antara lain : 

1. Terbatasnya Pegawai Suku Dinas Pajak 1 Jakarta Pusat 

       Jumlah pegawai yang berstatus PNS Daerah atau honorer yang 

minim, membuat Praktikan harus berkerja terjadwal untuk dapat 

membantu memasuki semua unit di SUDIN 1 Jakarta Pusat. 

2. Praktikan harus ikut semua aktifitas yang dilakukan SUDIN 1 

Jakarta Pusat 

       seperti seminar perpajakan, buka puasa dan sebagainya yang 

dilakukan diluar jam kerja, sehingga Praktikan kurang maksimal 

dalam kinerja, hal ini juga disebabkan pada PKL dlaksanakan pada 

bulan puasa. 

3. Masih awamnya Praktikan salah sistem Suku Dinas Pelayanan 

Pajak 1 Jakarta Pusat dalam hal input ataupun proses lainnya dalam 

pajak, 

4. Jadwal kerja relatif padat 

     Aktifitas diluar kantor, seperti acara-acara SUDIN 1 Jakarta 

Pusat, membuat Praktikan kurang fokus terhadap pelaksanaan PKL. 

5. Kurangnya wawasan yang mendalam terhadap dunia perpajakan 

       Teori perpajakan di bangku kuliah ternyata masih sangat 

kurang untuk bisa membantu praktikan memahami dunia 

perpajakan di dunia riil khususnya perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan mekanisme pajak daerah itu sendiri. 



30 
 

D. Cara Menghadapi Kendala 

       Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Praktikan tersebut, maka 

langkah yang dilakukan Praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Praktikan berusaha membagi jadwal antar unit, pembagian ini telah 

berdasarkan kesepakatan dan konfirmasi Dinas. Sehingga Praktikan 

dapat menjalankan amanah dan dapat berkontribusi untuk 

memaksimalkan kerja di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat. 

Cara yang digunakan kembali ketika pekerjaan Praktikan dalam satu 

unit telah terselesesaikan dan masih dalam jam kerja secara langsung 

Praktikan membantu unit lainya; 

2. Berusaha berkonsultasi dengan pembimbing Praktikan pada unit 

Penagihan terkait mekanisme seminar atau kegiatan lain, sehingga 

Praktikan dapat meminimalis kesalahan yang dibuat.  

3. Dalam hal pengenalan sistem baru ataupun peraturan perpajakan 

daerah terkait pajak restoran, hotel, hiburan, parkir dan reklame, setiap 

yang merikan tugas selalu mengarahkan terlebih dahulu kemudian 

Praktikan secara mandiri melakukan tugas tersebut. 

4. Praktikan berusaha menganalisis sendiri apa yang sedang dikerjakan 

oleh Praktikan, sehingga Praktikan mengetahui kebenaranya dari 

masalah yang dihadapai. 

5. Teori yang didapatkan praktikan selama bangku kuliah hanyalah 

berpusat pada cara penghitungan saja. Namun, sebenarnya masih 
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banyak prosedural dari perpajakan sendiri yang belum diketahui oleh 

praktikan. Sehingga praktikan banyak melakukan eksplorasi dengan 

melakukan studi pustaka baik melalui buku ataupun browsing di 

internet dan juga banyak bertanya dengan pegawai Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat terutama pada unit Penagihan. 
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BAB IV 
 

KESIMPULAN 

 

 

A.  Kesimpulan 

 
Program Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana penunjang yang 

diberikan perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan calon lulusan 

akademisi untuk siap terjun ke dunia kerja. Program Praktik Kerja Lapangan 

dilakukan selama 1 (satu) bulan oleh mahasiswa berjenjang Sarjana 

sebagamana tuntuan dalam SKS. PKL ini praktikan memperoleh banyak 

pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan aktivitas 

perpajakan daerah. Terutama dalam kegiatan harian praktikan, seperti meng-

input dan mencetak wajib pajak dan melakukan monitoring terhadap 

pendaftran, penetapan hingga pemberian sanksi dan keringanan bunga telat 

bayar pada pajak daerah khususnya Kota Administrasi Jakarta Pusat 1. 

 
Praktikan banyak memperoleh pengetahuan dan tujuan dari pelaksanaan 

kegiatan PKL telah terlaksanakan. Berikut adalah hasil yang diperoleh 

praktikan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Suku Dinas Pelayanan 

Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat: 

 
1. praktikan dapat mengetahui dan menjalankan aplikasi Sistem 

Pemungutan Pajak Daerah yang digunakan Sudin 1 Kota Administrasi 

Jakarta Pusat dalam mengelola data masukan wajib pajak baik itu 

pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dan parkir;  
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1. praktikan dapat mengetahui berbagai macam penetapan pajak baik 

restoran, hotel, parker, hiburan, dan reklame serta mekanisme 

pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 

pendapatan daerah tersebut; 

2. dalam praktiknya praktikan dapat mengetahui proses porporasi yang 

digunakan untuk mengawasi besaran pajak dari masing-masing wajib 

pajak. Porporasi ini dilakuan sebelum adanya sistem online 

pengendalian pajak yang sedang diterapkan secara berkala; 

3. praktikan dapat mengetahui prosedur penagihan pajak, semua ini 

dimonitoring dari sistem dan observasi pengawas Sudin 1 kepada 

wajib pajak; 

4. praktikan dapat mengetahui prosedur telaah hingga turun SK peringan 

bunga sanksi atau pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada 

Sudin 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat; 

5. praktikan dapat mengetahui wajib pajak restoran, hotel, hiburan, 

reklame, dan parkir dan besaran pajak yang harus dibayarkan pada 

Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat; 

6. dengan adanya monitoring secara langsung, praktikan belajar 

kesolidan tim dalam mengemban amanah negara untuk mengelola 

pendapatan daerah; 

7. dalam organisasi tentu terdapat struktur dan prosedural dalam 

perpajakan sehingga praktikan dapat mengtahuinya dalam 1 (satu) 

bulan; serta 
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8. praktikan dapat belajar tentang tanggungjawab dan kedisipilan dalam 

dunia kerja, terutama di instansi pemerintah daerah. 

 

B. Saran-saran  
 

Dari pelaksanaan PKL yang telah dijalani, praktikan memiliki beberapa 

saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak terkait, yaitu sebagai 

berikut; 

 
a. bagi Mahasiswa, yakni: 

 
1. Mencari tempat PKL yang sesuai dengan ilmu yang di dapat 

dibangku perkuliahan, akan membawa berbagai dampak yang 

positif seperti timbulnya suatu pengalaman dari pemraktikan 

teori di kampus; 

2. Mahasiswa dapat memproses ajuan keperusaan atau dinas 

dengan jangka waktu yang memadai; 

3. Peserta PKL harus dapat mempersipakan diri baik admnistrasi 

ataupun fisik untuk dapat menempuh keberhasilan PKL ini; 

4. Mengulang atau mempelajari kembali materi dan teori yang 

masih berkaitan dengan praktik di lapangan; 

5. Melaksanakan setiap tugas dengan bail, tanggung jawab, 

disiplin serta dapat berkomunikasi dengan baik dan benar 

kelembagaan; serta 

6. Perpenampilan sopan, disiplin tingga, hingga menjaga nama 

baik almamater. 
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b.  bagi perguruan tinggi, yakni: 

 
1. dapat manjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, 

lembaga, maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan mahasiswa  dan dapat menujang 

gambaran karir mahasiswa untuk dapat bersaing di dunia kerja; 

2. melaksanakan Praktik Kerja Lapangan haruslah dengan 

bimbingan yang terarah terhadap peekembangan mahasiswa; 

serta 

3. .sosilasasi .tahap awal persiapan PKL, sehingga terdapat 

kematangan apa yang harus dipersiapkan hingga dilaksanakan 

di tempat PKL. 

c.    bagi dinas, yakni: 

 
1. meningkatkan nilai integritas baik pada sesama karyawan, 

satuan kerja perusahaan, lingkungan, serta masyarakat sekitar 

perusahaan; 

2. meningkatkan kualitas layanan berupa sistem yang lebih 

tranfaran; 

3. pemperketan kembali terhadap para wajib pajak; 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PERDA PAJAK KOTA 

ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  

 



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAIiARTA,

Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomtr 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Re lame suclah tidak
sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daera

Reklame;

dimaksud dalam
tentang Pajak

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang etentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara R publik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran egara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beb rapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahu 2007 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang enagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repu:,:ik Indonesia Tahun

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Re ublik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran egara Repubiik

Indonesia Nomor 3987);

o
J. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tamban·M Lembaran Negara Republik Indonesia

engadilan Pajak

02 Nomor 27,

mor 4189);
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Pembentukan
gara Republik

mbaran Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 entang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo sia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon ia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten ang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan egara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No r 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 0);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent ng Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diuba terakhir dengan
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Ta bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent ng Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perr rintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tenta 9 Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebag i Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran egara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentan~ Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta~o Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia
Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L

Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

8.

7.

6.

5.

4.

"
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13, Peraturan Pemer:ntah Nomor 135 Tahun 200 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak d ngan Surat Paksa
(Lemba'ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4049);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 entang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan da Penjualan Secara
Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak de gan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4050);

IS, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 200 tentang Tempat
dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nam Baik Penanggung
Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangk Pena9ihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun
2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia
Nomor 4051);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten~ang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia
Nomor 4578);

17, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t~tang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor
4593);

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahtn 2006 tentang
Pedoman Penge10laan Keuangan Daerah se agaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri om6r 21 Tahun
2011 ;

19, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tenta~g Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerahl Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

20, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi baerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang ~tentuan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Le baran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);
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Dengan Persetujuan Bersam

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Df-ERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTt JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IEtUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLA.ME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud deng n:

I. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibuko a Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur da Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan aerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi D rah Khusus Ibukota
Jakarta.

elanjutnya disingkat
rah Provinsi Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dil
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas PelaJtanan Pajak Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Dinas Pelayi:lnan Pajak adalah Kept1a Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakart

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Paj k, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh ora pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- ndang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung d n digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kem kmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau m dal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha aupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha ilik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) den n nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koper dana pensiun,
perseklltuan, perkumplllan, yayasan, organis .. i massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembag dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan entuk usaha tetap.

4.
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9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggar an reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau edia yang bentuk
dan corak ragamnya dirancang untuk juan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromo kan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, j sa, orang, atau
badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, di sakan, dan/atau
dinikmati oleh umum.

11. Reklame papan/billboard adalah reklame yang i'rbuat dari papan
kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang
sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada
bangunan, halaman, di atas bangunan.

12. Reklame megatronlvideotronllarge electroni

1
display (LED)

adalah reklame yang menggunakan layar mon tor besar berupa
program reklame atau iklan bersinar dengan ambar dan atau
tulisan berwarna yang dapal berubah-ubah terprogram dan
difungsikan dengan tenaga listrik.

13. Reklame kain adalah reklame yang diselen~garakan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, f~astik, karet atau
bahan lain yang sejenis dengan itu.

14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas, diselenggarakan dengan ara disebarkan,
diberikan atau dapat diminta untuk ditemp kan, dilekatkan,
dipasang, digantungkan pada suatu benda d ngan ketentuan
luasnya tidak lebih dari 200 cm2 (dua ratus c timeter persegi)
per lembar.

15. Reklame selebaran adalah reklame yang ber entuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarka , diberikan atau
dapat diminta dengan ketenluan tidak un k ditempelkan,
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu b nda lain.

16. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame y ng dilempatkan
atau ditempelkan pada kendaraan yang diselen garakan dengan
mempergunakan kendaraan atau dengan cara di awa oleh orang.

17. Reklame udara adalah reklame yang diseleng arakan di udara
dengan menggunakan gas, laser, pesawat ud a atau alai lain
yang sejenis.

18. Reklame suara adalah reklame yang diseleng~arakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dehgan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

19. Reklame film/slide adalah reklame yang diselen garakan dengan
cara menggunakan klise berupa kaca alau film, a au bahan-bahan
yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksi an dan atau
dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam uangan.

'"
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20. Reklame peragaan adalah reklame yang disel
cara memperagakan suatu barang dengan
suara.

21. Reklame apung adalah adalah reklame ya
dengan cara terapung dipermukaan air.

BAB II

NAMA PAJAK

Pasal2

ggarakan dengan
au tanpa disertai

diselenggarakan

'~

(I) Dengan nama Pajak Reklame dipungul ~ajak alas semua

penyelenggaraan reklame.

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaanJpemungutan Pajak
Reklame dilakukan berdasarkan Peraturan Da rah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PA1K

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penye,enigaraan reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ay t (1), me!iputi :

a. reklame papan/bil1board/videotron/ megatr n dan sejenisnya;

b. reklame kain;

c. reklame meIekat, stiker;

d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendarailn;

f. reklame udara;

g. reklame apung;

h. reklame suara;

i. reklame film/slide; dan

j. reklame peragaan.
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t, televisi, radio,
, dan sejenisnya;

a barang yang
embedakan dari

atauemerintah

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adlalah :

a. reklame yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan Reklame melalui intern
warta harian, warta mingguan, warta bulana

c. labelfmerek praduk yang melekat pa
diperdagangkan, yang berfungsi untuk
produk sejenis lainnya;

d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan tempat usaha atau prafe i diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengat nama pengenal
usaha atau prafesi tersebut yang luasnya, dak melebihi 1 m2

(satu meter persegi), ketinggian maksim m 15 (lima belas)
meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1
(satu) buah;

e. penyelenggaraaan reklame yang semata-n1ata memuat nama
tempat ibadah dan tempat panti asuhan;

f. penyelenggaraan reklame yang sema~_mata mengenal
pemilikan danfatau peruntukan tanah, engan ketentuan

luasnya tidak melebihi 1 m2 (satu me er persegi) dan
diselenggarakan di atas tanah tersebu kecuali reklame

produk;

g. diselenggarakan oleh perwakilan diPlo1atik, perwakilan
konsulat, perwakilan PBB serta badan badan khususnya
badan-badan atau lembaga organisasi nternasional paJa

lokasi badan-badan dimaksud.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal4

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi latau badan yang

menggunakan reklame.
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Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal 5

(1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi a~u badan yang
menyelenggarakan reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri seca~a langsung oleh
orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Rekla~e adalah orang
pribadi atau badan tersebut.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pi~ak ketiga, pihak

ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF,

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH FkMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal6

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nil Sewa Reklame

(NSR).

(2) NSR sebagaiman<1 dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai

berikut :

a. reklame yang diselenggarakan oleh pi
ditetapkan berdasarkan Nilai ~ontrak rekla

b. reklame yang diselenggarakan sendiri, NS

memperhatikan faktor-faktar :

1. jenis;

2. bahan yang digunakan;

3. lakasi penempatan;

4. waktu;

5. jangka waktu penyelenggaraan;

6. jumlah, dan

7. ukuran media reklame.

dihitung dengan

"



- 9 -

c. Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud Pia huruf a, tidak
diketahui danfatau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan
dengan menggunc:kan faktor-faktor sebaga mana dimaksud
pada huruf b.

(3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turuf b angka 1
adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud d<fam Pasal 3 ayat
(2)

(4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pa~a ayat (2) huruf
b angka 3, adalah lokasi peletakan reklame m~nurut kelas jalan
yang dirinci sebagai berikut :

a. Protokol A;

b. Protokol B;

c. Plotokol C;

d. Ekonomi Kelas I;

e. Ekonomi Kelas II;

f. Ekonomi Kelas III;

g. Lingkungan.

(5) Waktu adalah waktu penyelenggaraan yangl dihitung dalam
satuan detik.

(6) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaiman~ dimaksud pada

ayat (2) huruf b angka 5 adalah jangka wa~tu sebagaimana
ditetapkan pada ayat (5).

(7) Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklamel yang terpasang

dalam satuan lembar;

(8) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksJd pada ayat (2)

huru7 b angka 7 adalah ukuran dalam satuan luasfm2 atau cm2

media reklame yang terpasang.

Pasal7

(1) Lokasi penempatan Reklame menurut kelas jJlan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dihitung bJdasarkan satuan

Rupiah.

(2) Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimak!ud pada ayat (1),
ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan NilJi Sewa Reklame

sebagai berikut.

.",
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untuk jenis reklame Papan / Billboard / VidE otron/LED dan

sejenisnya, sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA RE LAME (NSR)

Jen;s Reklame Lokasi Ukuran Media Jumlah Jangka Waktu
Besaran

Reklame/Luas Nirai KeiasPenempatan Reklame (m2)
Reklame Penyelenggaraan Jalan (Rp)

Prolokol A 1 m' 1 buah 1 hari 25.000

Protokol B 1 m' 1 buah 1 hari 20000

Prolokol C 1 m' 1 buah 1 hari 15.000

Ekonomi 1 m' 1 buah 1 hari 10.000
Papan/Billboardl Kelas I
VideotronlLED Ekonomi 1 m' 1 buah 1 hari 5000
dan Sejenisnya Kelas II

Ekonomi 1 m' 1 buah 1 hari 3.000
Kelas III

Lingkungan 1 m' 1 buah 1 hari 2.000

untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-umb I, Spanduk dan

sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA RE LAME I~!SR)

Jenis R-?klane I Uku,," l.1.d" JumTah Jan'J~ J. IfJ3~ tu
8e,'-:H.3n 'J:"ll

lokasi Penempatan RekiameiLu8S K~las Jaian
Reklame 1m'} Reklame Penyelenggaraan

(Ro)

Prolokol A 1 m' 1 bua 1 hari 25000

Reklame Protokol B 1 m' 1 bua 1 hari 20000
Kain berupa

Prolokol C 1 m' 1 bua 1 hari 15.000Umbul-
umbul, Ekonomi Kelas I 1 m' 1 bua 1 harj 10.000

Spanduk
Ekonomi Kelas II 1 m' 1 bua 1 hari 5.000dan

sejenisnya Ekonomi Kelas III 1 m' 1 bua 1 hari 3000

Linokunoan 1 m' 1 bua 1 hari 2.000

ltuk jenis reklame lainnya:

Reklame melekat (sliker)

Rp 5,00/cm' (lima rupiah per centimeter pE segi) (sekurang-

kurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu ~piah) setiap kali

penyelenggaraan.

Reklame selebaran :

Rp 500,00/lembar (lima ratus rupiah) per embar sekurang-

kurangnya Rp 5.000.000,00 (lima juta r piah) seliap kali

penyelenggaraan.

Reklame berjalan/kendaraan :

Rp 5.000,OO/m'/hari (lima ribu rupiah) per meter persegi per

hari.
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d. Reklame udara :

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekali Iperagaan, paling
lama satu bulan.

e. Reklame Apung :

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ~ekali peragaan,
paling lama satu bulan.

f. Reklame suara :

Rp 2.000,00/15 detik (dua ribu rupiah) pet lima belas detik
baglan waktu yang kurang dari 15 (lima betas) detik dihitung
menjadi 15 (lima belas) detik.

g. Reklame film/slide:

Rp 10.000,00/15 detik (sepuluh ribu rL!piat) per lima belas
detik, bag ian waktu yang kurang dari 15 tlima belas) detik
dihitung menjadi 15 (lima belas) detik.

h. Reklame peragaan :

Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ruPIah) per setiap
penyelenggaraan.

(4) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indool)

dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima p lL!h persen) dari
NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ay (2).

(5) NSR untuk penyelenggaraan reklame roko dan minuman
beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua pll LJh lima persen)
dari Hasil Pel'hitungan NSR sebagaimana dim ksud pada ayat

(2) dan ayat (3).

(6) NSR untuk setiap penambahan ketinggian Sa[pai dengan 15
(lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (d a puluh persen)
dari Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dim ksud pada ayat

(2) dan ayat (3).

(7) Penambahan NSR sebagaimana dimaksud Ipada ayat (6)
dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 m (I~a belas meter)

yang pertama.

(8) Penetapan Nama-nama jalan pada masing-mJsing kelas jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (4) ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur.

(9) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksut pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat disesuaikan atall dievalua i setiap 2 (dua)
tahun sekali atall lebih dengan Peraturan Guber 1Ir.
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Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 8

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua pul+h lima persen).

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 9

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang [ihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana imaksud dalam
Pasal6.

(2) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksudl dalam Pasal 6,
ditetapkan dengan Peraturan GubernuL

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal10

Pajak Reklame yang terutang dipungut di Wilaya~ daerah tempat

Reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PkJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya bama dengan 1

(satu) bulan takwim.



- 13 -

Bagian Kedu<1

Saat Terutang Pajak

Pasal12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saal penyelenggaraan
reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Dae$h (SKPD).

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal13

(1) Terhadap Pajak Reklame yang terutang dala
berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daer
ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
Reklame.

masa pajak yang
ini tetap berlaku

004 tentang Pajak

(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan
dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yan
sepanjang tidak bertentangan dengan Peratura

BABVII

KETENTUAN PENUTUP

aerah ini belum
ada tetap berlaku
Daerah ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 31),
dicabu! dan dinyatakan tidak berlaku.

"'.
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Pasal15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu~dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

n pengundangan
alam Lembaran

oF

Ditetapkan dl Jakarta

pada~nggal 28 Desembei 2011

GUBERNUR PROVINSI DA RAH KHUSUS
IBUKOTA JAKA TA,

Diundangkan dl Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

k
FADJAR PANJAITNJ

NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAfHA
TAHUN 2011 NOMOR 12

"

f
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHU1US

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provi si Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah sa unSllr pendukung
untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi engan pembiayaan
yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat di eroleh Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui peneri aan Pajak Daerah
antara lain Pajak Reklame.

Selama ini pelaksanaan pemllnglltan Pajak Reklame udah diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 beserta peratura pelaksanaannya.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 te tang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dal hal pemunglltan
objek Pajak Reklame, perlu dilakukan penyempurnaan terhada Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2004 melalui Peraturan Daerah juga yang dal m penyusunannya
dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaa pemungutan Pajak
Daerah, khususnya Pajak Reklame dapat optimal dalam angka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibuk ta Jakarta,

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam m etapkan tarif pajak
daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkann a tarif pajak yang
tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapa menambah beban
kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat erhadap pelayanan
masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Prov si Daerah Khusus
Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya me ingkatkan kinerja
pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak 0 erah maka didalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan P jak Reklame te!ah
diamanatkan agar sebagian hasil peneriman pajak dialokasika untuk pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan
kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pel ksanaan kewajiban
perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarak untuk membayar

'" pajak, khusLlsnya Pajak Reklame semakin meningkat dan ba i aparat pemungut
pajak bekerja secara profesional yang didasari pada rinsip tata kelola

pemerintahan yang baik.
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Substansi materi yang diatur dalam Peraturan oaerf ini mengatur
ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subj k pajak, dasar
pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak serta ketentuan
mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL OEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "tidak mendapatkan imbalan ecara langsung"

adalah bahwa atas pembayaran Pajak Oaerah tidak dapat diberikan
imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang tau badan, tetapi

I

diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.
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Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup je/as.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

CUkup jelas.

Pasal2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat(1)

Penye/enggaraan reklame atau reklame sudah ter$;lenggara adalah
secara visual atau teks reklame sudah tertayang / terpa~ang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rek/ame kain" adalah re~ame berupa kain,
antara lain dalam bentuk umbu/-umbul dan spandLk.

Huruf c

CUkup jelas.

Huruf d

Cukup je/as.

Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Cukup Jelas.

Hurul 9

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurul b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Hurul d

Jika ketentuan yang mengatur nama pengenal u

menetapkan batasan ukuran reklame, maka

batasan ukuran reklame yang ditetapkan

dimaksud dikecualikan dari objek Pajak Re

maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah

tidak lebih dari 1 (satu) buah.

Jika ketentuan yang mengatur nama pengenal aha atau prolesi
tidak menetapkan batasan ukuran reklame, ma batasan ukuran

reklame yang dikecualikan dari objek Pajak Rekl me, luasnya tidak
melebihi dari 1 m2 (satu meter persegi), keting an maksimum 15
(lima belas) meter dengan jumlah reklame ter asang tidak lebih

dari 1 (satu) buah.

Ketinggian reklame cihitung dari permukaan tan&h sampai dengan

ambang bawah bidang reklame.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf 9

Cukup jelas. "



- 19 -

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Nilai kontrak reklame" Jdalah nilai yang

tercantum dalam kontrak pembuatan reklame anlara pihak ketiga

dengan pemesan reklame.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Faktor waktu untuk reklame Suara, Slide/Film dan sejenlSnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Faktor jumlah untuk reklame Selebaran, Melekat, Stiker~an sejenisnya

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3,~

Cukup jelas,
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Penyesuaian dan evaluasi in; perlu dilakukan dengan ptrtimbangan dari

aspek tata ruang, pertumbuhan reklame, ketertiban umJrn dan arsitektur

dan estetika kota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas.

Pasal12

Yang dimaksud dengan"saat penyelenggaraan reklame" aJalah saat visual

atau leks reklame tertayang/terpasang.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBlIIKOTA JAKARTA

NOMOR 25



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 13 TAHUN 2010 

TENTANG 

PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 

 

Menimbang : 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak 

Hiburan sudah tidak sesuai lagi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan; 

 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4740); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4744); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan 

Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara 

Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi 

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4051); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007); 

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 

5); 

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  

JAKARTA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. 

6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. 

11. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga yang tercantum pada tanda masuk yang harus 

dibayar oleh penonton atau pengunjung hiburan. 

12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas 

penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan. 

 

BAB II 

NAMA PAJAK 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran. 

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dilakukan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. 

 



BAB III 

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

                 

Bagian Kesatu 

Objek Pajak 

 

Pasal 3 

 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelengaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan; 

d. pameran; 

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. permainan bilyar, golf, dan bowling; 

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 

j. pertandingan olahraga; 

k. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi 

keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan 

sejenisnya. 

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut 

bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. 

 

Bagian Kedua 

Subjek Pajak 

 

Pasal 4 

 

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. 

 



Bagian Ketiga 

Wajib Pajak 

 

Pasal 5 

 

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 

 

BAB IV 

DASAR PENGENAAN, TARIF,  

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Bagian Kesatu 

Dasar Pengenaan Pajak 

 

Pasal 6 

 

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 

diterima oleh penyelenggara hiburan. 

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk 

potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

 

Bagian Kedua 

Tarif Pajak 

 

Pasal 7 

 

(1) Tarif Pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

(3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuuh persen). 

(4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen). 

(5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik 

dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen). 

(6) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen). 

(7) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating) sebesar 10% 



(sepuluh persen). 

(8) Tarif pajak untuk permainan golf (green fee) sebesar 15% (lima belas persen) dan untuk 

driving range sebesar 10% (sepuluh persen). 

(9) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, sebesar 

10% (sepuluh persen). 

(10) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua puluh persen). 

(11) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat Kebugaran/Fitness Center sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

(12) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen). 

(13) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi 

keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

Bagian Ketiga 

Cara Penghitungan Pajak 

 

Pasal 8 

 

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

 

Bagian Keempat 

Wilayah Pemungutan 

 

Pasal 9 

 

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. 

 

BAB V 

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK 

 

Bagian Kesatu 

Masa Pajak 

 

Pasal 10 

 



(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. 

(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. 

  

Bagian Kedua 

Saat Terutangnya Pajak 

 

Pasal 11 

 

(1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaran hiburan. 

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat 

terjadi pembayaran. 

 

BAB VI 

TANDA MASUK 

 

Pasal 12 

 

(1) Gubernur dapat menentukan tanda masuk untuk jenis-jenis hiburan. 

(2) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk, dikenakan sanksi berupa 

denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

(3) Penyelenggaraan Hiburan yang menggunakan tanda masuk yang ditetapkan oleh Gubernur 

tetapi tidak mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM) dikenakan sanksi berupa denda 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

(4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disahkan oleh Kepala Dinas 

Pelayanan Pajak. 

 

Pasal 13 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penentuan dan pengesahan tanda masuk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

 



BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 14 

 

(1) Terhadap Pajak hiburan yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 

tentang Pajak hiburan. 

(2) Selama peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka 

peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 

57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 16 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 November 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd. 

     

FAUZI BOWO 



 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 November 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd. 

 

FADJAR PANJAITAN 

NIP 195508251976011001 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 2010 NOMOR 13 

 

PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 13 TAHUN 2010 

 

TENTANG  

 

PAJAK HIBURAN 

 

I. UMUM 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya 

kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber 

pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 

melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Hiburan. 

 

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam 

hal pemungutan objek Pajak Hiburan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya 

dilakukan bersama-masa dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, 



khususnya Pajak Hiburan dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif Pajak Daerah adalah 

dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan 

yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan 

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya 

meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

 

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Hiburan telah diamanatkan agar sebagian hasil 

penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan bagi daerah. 

Dengan disahkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada 

masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, dengan harapan 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Hiburan semakin meningkat dan 

bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang 

meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara 

penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak. 

 

I. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

         

Angka 1 

Cukup Jelas. 

 

Angka 2     

Cukup Jelas. 

 

Angka 3 

Cukup Jelas. 

 

Angka 4 



Cukup Jelas. 

 

Angka 5 

Cukup Jelas. 

 

Angka 6 

Cukup Jelas. 

 

Angka 7 

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah bahwa 

atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi 

terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif. 

 

Angka 8 

Cukup Jelas. 

 

Angka 9 

Cukup Jelas. 

 

Angka 10 

Cukup Jelas. 

 

Angka 11 

Yang dimaksud dengan penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu 

hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas 

yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis 

(para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan. 

 

Angka 12 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 



 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

 

Cukup Jelas. 

 

 Huruf b 

 

 Yang dimaksud dengan pagelaran kesenian adalah pagelaran berupa musik dan tari yang 

bersifat tradisional antara lain campur sari, keroncong, gambang kromong, musik melayu, 

jaipong, tari saman dan sejenisnya. 

 Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan 

kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan 

di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. 

 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

 

Huruf e 

Cukup Jelas. 

 

Huruf f 

Cukup Jelas. 



 

Huruf g 

Cukup Jelas. 

 

Huruf h 

Cukup Jelas. 

 

Huruf i 

Cukup Jelas.  

 

Huruf j 

Termasuk jenis olahraga yang dapat dipertandingkan dan/atau dipertunjukan antara lain; renang, 

tenis, squash, futsal dan jenis olah raga lainnya, selain yang dimaksud pada huruf g dan huruf h. 

 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah permainan baik secara manual maupun 

elektronik antara lain; permainan yang menggunakan mesin keping (coin game machine), bom-

bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin 

musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa dan yang sejenisnya. 

 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 7 



Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (6) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (7) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (8) 

 Green fee adalah pembayaran terhadap penggunaan lapangan golf berikut fasilitas 

penunjang. 

 Driving range adalah tempat untuk belajar/latihan memukul bola golf berikut fasilitas 

penunjang dengan dipungut bayaran. 

 Fasilitas penunjang meliputi persewaan peralatan golf, car/bugy, caddy fee, pembayaran 

atas spa, massage dan restoran (tidak termasuk merchandise). 

 

Ayat (9) 

Cukup Jelas. 



 

Ayat (10) 

         

Cukup Jelas. 

 

Ayat (11) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (12) 

Cukup Jelas. 

 

Ayat (13) 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup Jelas. 

         

Pasal 11 

     

Cukup Jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup Jelas. 



 

Pasal 14 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup Jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA 

NOMOR 10 

  



 



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 11 TAHUN 2010 

TENTANG 

PAJAK HOTEL 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 

Menimbang : 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel sudah tidak 

sesuai lagi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel ; 

 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987);  

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4189); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4744);  

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang 

Dikecualikan dan Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4050); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, 

Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007; 

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5) 

19. Peraturan Daerah Nomor 10  Tahun  2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun  2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3); 

 

Dewan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan  Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta; 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,  firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas 

penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel; 

 



BAB II 

NAMA PAJAK 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dilakukan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. 

 

BAB III 

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

 

Bagian Kesatu 

Objek Pajak 

 

Pasal 3 

 

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. 

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, 

internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan 

atau dikelola hotel. 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah; 

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti 

sosial lainnya yang sejenis; dan 

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat 

dimanfaatkan oleh umum. 

 

Bagian Kedua 

Subjek pajak 

 

Pasal 4 

 

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi 

atau badan yang mengusahakan hotel. 

 

Bagian Ketiga 

Wajib Pajak 



 

Pasal 5 

 

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 

 

BAB IV 

DASAR PENGENAAN, TARIF, 

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Bagian Kesatu 

Dasar Pengenaan Pajak 

 

Pasal 6 

 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 

 

Bagian Kedua 

Tarif Pajak 

 

Pasal 7 

 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

Bagian Ketiga 

Cara Penghitungan Pajak 

 

Pasal 8 

 

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

 

Bagian Keempat 

Wilayah Pemungutan 

 

Pasal 9 

 

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. 

 

BAB V 

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK 

 

Bagian Kesatu 

Masa Pajak 



 

Pasal 10 

 

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. 

(2) Bagian dan bulan dihitung satu bulan penuh. 

 

Bagian Kedua 

Saat Terutang Pajak 

 

Pasal 11 

 

(1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di 

hotel. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada saat terjadi 

pembayaran. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 12 

 

(1) Terhadap Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan 

Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak 

Hotel. 

(2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan 

pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 58), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 



 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 November 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd. 

 

FAUZI BOWO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 November 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd. 

 

FADJAR PANJAITAN 

NIP 195508251976011001 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 

NOMOR 11 

 

 

 

PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 11 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

PAJAK HOTEL 

 

I. UMUM 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai 

kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud 

harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain 



Pajak Hotel. 

 

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan 

objek Pajak Hotel, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 

melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, 

sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dapat optimal dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka 

untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga 

dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan 

masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara 

terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh 

masyarakat. 

 

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Hotel telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak 

dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. 

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan 

dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak, khususnya Pajak Hotel semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak 

bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi 

antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, 

serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

 

Angka 3 

Cukup jelas. 

 

Angka 4 

Cukup jelas. 



 

Angka 5 

Cukup jelas. 

 

Angka 6 

Cukup jelas. 

 

Angka 7 

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah bahwa atas pembayaran Pajak 

Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, tetapi 

diberikan secara kolektif. 

Angka 8  

Cukup jelas. 

Angka 9 

Cukup jelas. 

 

Angka 10 

Cukup jelas. 

 

Angka 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

 

Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain; Pusat Kebugaran (Fitness Center), Kolam renang, Tenis, Golf, 

Karaoke, Pub, Cafe, Bar, Diskotik dan sejenisnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel, untuk tamu 

hotel. 

 

Ayat (2) 

 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

 

Huruf a 

 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

 



Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. 

 

Huruf c  

 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau 

seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran. 

Penyerahan jasa adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh hotel baik sendiri maupun kerjasama dengan 

pihak lain. 

Contoh : 

Pelayanan jasa transportasi yang disediakan hotel bekerja sama dengan perusahaan transportasi (taksi), 

dan hotel menerima pembayaran (bagian dari pembayaran dari pelayanan jasa transportasi tersebut). 

 

Pasal 7  

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 16 TAHUN 2010 

TENTANG 

PAJAK PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 

Menimbang : 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir sudah tidak 

sesuai lagi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir; 

 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4189); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4744); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025) 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 lentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang 

Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4050); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, 

Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007; 

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 



21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 



daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

11. pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas 

penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir. 

 

BAB II 

NAMA PAJAK 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dilakukan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. 

 

BAB III 

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

 

Bagian Kesatu 

Objek Pajak 

 

Pasal 3 

 

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. 

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya 

sendiri; 

c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan 



asas timbal balik; 

d. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) 

kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan 

roda 2 (dua); 

e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan 

kendaraan bermotor. 

 

Bagian Kedua 

Subjek Pajak 

 

Pasal 4 

 

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. 

 

Bagian kedua 

Wajib Pajak 

 

Pasal 5 

 

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. 

 

BAB IV 

DASAR PENGENAAN, TARIF, 

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Bagian Kesatu 

Dasar Pengenaan Pajak 

 

Pasal 6 

 

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 

penyelenggara tempat parkir. 

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga 

parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. 

 

Bagian Kedua 

Tarif Pajak 

 

Pasal 7 



 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). 

 

Bagian Ketiga 

Cara Penghitungan Pajak 

 

Pasal 8 

 

Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

 

Bagian Keempat 

Wilayah Pemungutan 

 

Pasal 9 

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi. 

 

BAB V 

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK 

 

Bagian Kesatu 

Masa Pajak 

 

Pasal 10 

 

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. 

(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. 

 

Bagian Kedua 

Saat Terutang Pajak 

 

Pasal 11 

 

(1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran. 

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi 

pembayaran. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 



 

Pasal 12 

 

(1) Terhadap Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan 

Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.  

(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan 

yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.  

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak 

Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 148), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 November 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd. 

 

FAUZI BOWO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 November 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd. 

 



FADJAR PANJAITAN 

NIP 195508251976011001 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 2010 NOMOR 16 

 

 

 

PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 16 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

PAJAK PARKIR 

 

I. UMUM 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai 

kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud 

harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat 

diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan pajak 

daerah antara lain Pajak Parkir. 

 

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal 

pemungutan objek Pajak Parkir, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2002 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama 

dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Parkir dapat 

optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. 

 

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam 

rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan yang 

diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya 

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

 

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka didalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Parkir telah diamanatkan agar sebagian hasil peneriman pajal 

dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah. 

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat 



dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Parkir semakin meningkat dan bagi aparat 

pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

 

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi 

antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan 

pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Angka 1 

Cukup jelas. 

 

Angka 2 

Cukup jelas. 

 

Angka 3 

Cukup jelas. 

 

Angka 4 

Cukup jelas. 

 

Angka 5 

Cukup jelas. 

 

Angka 6 

Cukup jelas. 

 

Angka 7 

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah bahwa atas pembayaran 

Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau 

badan, tetapi diberikan secara kolektif. 

 

Angka 8 



Cukup jelas. 

 

Angka 9 

Cukup jelas. 

 

Angka 10 

Cukup jelas. 

 

Angka 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan yang diusahakan atau berkaitan dengan pokok usaha termasuk jasa 

pengelolaan atau ajasa penyediaan tempat parkir yang disewakan atau dikerjasamakan oleh 

pemilik gedung kepada pihak ketiga. 

 Jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengelola 

tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima 

imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. 

 Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh 

pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir, dengan dipungut 

bayaran. 

 yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat penitipan 

kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraan dan 

pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (pihak swasta) tidak termasuk yang dikecualikan dari 

objek pajak ini. 

Huruf b 

Sepanjang memungut bayaran baik harian maupun bulanan/langganan, tidak termasuk yang 



dikecualikan dari Objek Pajak ini. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Huruf e 

Cukup jelas.   

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 



Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Terhadap penyelenggaraan parkir atas penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran 

bulanan/langganan yang pada umumnya pembayaran dilakukan dimuka oleh pengguna jasa parkir. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 



1.

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH ?ROV:NSI DAEHAH KHUS

IBUKOTA JAKARTA

N0rv10R 11 TJ-\HUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTO~t.,N

DENGAN RAHiviAT -i-UHrIN YNIG MAH!\ ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU!<O~-A j;\1 A\RTA,

a. bahwa dengan berlakunya Undilng-Undang t'--io r 28 Tahun 2009
tentang Piljal; Dacrah c1,m Rr.tribusi D?er:lh, rna Pcr;:;turen D"8rclh
NomoI' 8 Tahun 2003 tentoll(1 P8jc1k ~r;sf8[)11 sud; 1 ticl2!__ sesuai l<1gi:

b. bah\N8 berd8S;Jrk2'1 p0rtiillb,:wQal1 SC~"",;!,7"':··no 1 cirn2Ksud da::11rl
huruf a, perlu rnembentuk Perojuran D8eruh lent ng Pajak Restoran;

Undang-Undan:;) NomoI' G T8~'IUIl 19"3 tcntC1[1g I, \el1~U"l Umum clelil

Tata Cara Pcrpajakan (Lemb,m1l1 Negar8 Repu ik Incc:1C~i;) Tohun

1983 NOlllor 49
1

TDnlbahnn LCi111-)'1f2n N~J2r8 ~~Grli~;ljk Indone:.ia
NomoI' 3262) sebggaimona leii'll b'~berapa k Ii diubah, terakhir

dengan Undang-Und8ng NornaI' 28 Tahun 2001 (LcmbDran Negara

Republik Indonesia Tallun 2007 NO:110r 85, T mbahan Lembari.ln

Negara Republik Indonesia I'-Jomar 4(40);

2. Undang-Undang NOlllor .19 TiJl,un 1997 tenl8n P':)nagihcli1 PajC'k

Dengan Surat Paksa (Lcmbaron I'Ieg?riJ Repub 'f !ndo:1c~,ia Tohun

1997 NomoI' 41, TalllbiJhan LelllbarC'n I'Jegara ~cpub!il< Indonesia

NomoI' 3686) sebagailll::ma telah diub8h deng r Undang-Undang

!'lamar 19 Tahun 2000 (Lcillbaran l'JegClril Rcpu i'< Indonesia Tuhlln
2000 !'lamar 129, Tambahan Leillbaran Negara repUblik Indonesia

Nomor 3987);

3.

4.

Undang-Undang NornaI' 14 Tahun 2002 tentan

(Lelllbaran Negara Republik InGoncsiil Tahul

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tenta

(L8mbaran Negara Republik Indonesia Tahu
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Pengedilan Pajak

::002 t-Iomor 27,

omor 41(9);

Keuangan Negara
2003 NomoI' 47,'

fmor 4286);



5.

6.

7.

8.

9.

10.

UndiJng-Undang Nomor 1 T::lilil" 7004 tenla,l PerhendahariJcln

Negara (Lembaran Neg2ra f':opubiik Indonesia T Ln 2004 1'lomor 5,

Tambahan Lembaran Neg'1r:l R~rLJblil~ Indonesia 'lomor 4355);

Undang-Undang N0l110r 15 Tahun 200,1 te C1ng r'emeriks,an

Pengelolaan clan Tanggung Jawab l<euQngan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahlll1 2004 ~·Io r 66, Tambah8n

Lembaran Negara Republik Incicnc"i8 NOIl;or 4/>0

Undang-Undang Nomor 32 TClhull 2004 tent811g 1118'-intahan Oilerah

(Lembaran Negara Republik Indonesio Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indol ~ia 1'Ic1lllor 4437),
sebagaimana tetah bebemf':l 1~21i diub8h t8rak i donnan Undv:lg

Undang Nomor 12 Tallun 2000 (LcllllYJran ~.:~gcJr I~epuv:ik Indonesia
Tshun 2008 Nomor 59, Taillballan Lemb2rn Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang ~Iomor 33 Tahun 2004 te jang Perimbangan

Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan p., ,c:intah,1I1 Oilerilh

(Lembaran Negaril Republik Indoll':,in T"~lI,l rOOd Nomor 126,
T8111bahan Lernbaran Negara Republik Indonesia lornor 4438);

Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2007 tel l8ng Pemerintahan

Provinsi Oaerah Khusus Ibukota J8karta Sob, 8i Ibu!,ota Negara

Kesatuan Republik Indoncsiv (Lombm3n Negar, Rcpublik Indonesia

T3hun 2007 Nornor 93, Tarnbahan Lembarc Negma Republik

Indonesia Nomor 4744);

Undilng-Und3l1g Nomor 28 TClhun 2009 t~nta. P:'Ijol( D8erah dan

Retribusi Oaerah (Lernbaran Ncgara Re~ublik In onesi3 Tahun 2009
Nornor 130, Tambahan Lernbman Negara Repu lik Indonesia Nomor

5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te:

Peraturan Perundang-undangun (Lernb8r8n

Indonesi8 Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbah8

Republik Indonesia Nomor 523'1);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tallun 20
Penyitaan Dalarn Rangka Pena:Jillrin P8jak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesi'3

ta:-ig Pcnlbcntukan

Negnm Rcpublik

Lemb3rvn NegClra

t
t8ntana Tata Cara
g,1I1 Surat Paksa

2000 Nornor 247,

ornor 4049);



Kctentllcm UIllUIll
~ I<hllSllS Iblll~ota

n Daerah Provinsi

t::llldllY I cHi:! vcrd

Penjualan S"cara
gc;n Sural Paksa

?OOO Nomor 248,
omor 4050);

nl8ng Tempat dan
Fpn~il0gl:l)~ Pajak,

~han P;Jj8k Den~J:Jn

r;le~ia 13hun 2000

i I Indonesia Nomor

.~nti'ng Pedomon

o:intnhc1l1 Daerah,

~2ng Pengc!olnnn

pnesia Tallun 2005

i~ Indonesia Nomor
Ar:::7P\·
""'tvlVh

• , ,, , ", ,'1'1'.1'1 I'lVI,lVI I,JV IOI,Ull LUU

Penjualan Bmang Silnan Yilng Dikecu:Jliilan d

Lelang Dalam Rangka r JnaCjihan Pajak d

(Lembaran Negara Rcpublik IndonesiLi Tahun

Tamb3han Lembaran Negara Republik IncJonf'si<l

14. Peraturan Pemerint:1il Nomor 13"7 Tilhlln 2000
Tata Cara Penyan(Jeman, Rellcibilitasi NamCl B,,;I

dan Pemberian Gan!i RUGi D'112m RCl:"JJ(n Penn

Surat Paksa (Lembaran Neg8ra Republik Ind

Nomor 249, Tambahan Lembman Negara Repul
4051);

Peraturan Pemerint3h r'-jomor 58 T8hlln 2005 t.
Keuangan Daer8h, (Lembar~1I1 Negar8 Rcpllhli'( I
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repll

15.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Ta~ll!n 200G

Pembinaan dan Pengawasan Penye1engg,lr<JCln P

(Lembaran Negma Republik Indonesia Tahlln 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia omor 4593);

17. Peraluran Menteri Dalalll Negeri Nomor 13 T hun 2006 telltang

Pedoman Pengelolaan I<euangan Daemh sebao. mona telall diubah
dengan Peraluran Menteri Da!am Neg'Jri Nomor 2 rahun 201'1;

18. Peraturan Daemh Nomor 5 T3hun 2007 10 t,1ilg Pokok-pokok

Pengelolaan !<~u3.ng?n Daorah (Lem!:nr:'n D8er h Provinsi Dc18mll
Khusus Ibukota J8karta Tahlln 2007 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah NOlllor 10 Tahun 2008 . nt3ng Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Da ah f<husus Ibukota
Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomer G Tahun 2010 lentan
Pajak Daernh (Lembaran Daerah Provinsi Daer
Jakarta Tahun 2010 NOlllor G, Tambahan Lembal
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

20.

Dengan Persetujuan Bersaillil

DEWAN PERWAI<ILAN RAI<Y/\T DAER
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKO JAKARTA



Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTO . N.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas<JI 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang c!imaksud c1engan

1. Daerah adalah Provinsi Daerail Kilusus Ibukola karta.

2. Pemerintah Daemil <Jdalail Gubernur dan P angkat Daerail

sebagai unsur penyelenggaro Pemerintahan Da - <lIh.

3. Gubernur adi'llah I<epala Daerah Provinsl Daera Khusus Ibukota

Jakarta.

4. Dewan PerwakilOJI1 Raky<Jt Dileri':l, y<Jl1g se!,' jUlny8 disingkat

DPRD adalail Dew<:111 Perwal\ilan I~akyat Dc18ral Provinsi Daerail

Khusus Ibukol<J Jakol1a.

5. Dinas Pelayanan Pojak ad<Jlah Dinas Pel'lyan

Daerah Kilusus ibukota Jakarta.

Pajak Provinsi

6. Kerala Dinas PclClYlnC1n P;;ja'; 2da[;,!l I(";,~!a Inas Pelayanan

Pajak Provinsi Daemh 1([lUSUS Ibul;ot::l Ja l;C118.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut P2jak, dalilh kontribusi

wajib kep8da Dacrah yang tcrutang oieh orang p adi atau badan

yElI1g bersifal mCI11~kca bud:csarl:8n U:lC:"ng-1 nCc1l1g, c1engan

tidak mend3patkan imb81an ,;ccam lail(jsung clan 'igunakan untuk

keperluan Daerah brlgi sebesm-besc:rnya l:emc:l(, lIr<Jn r:l!;yal

8. Badan adalQil sekumpukm orang d8n/<JtCl modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usa m,lLIpun yang

tidak meiakukan usaila yang meliputi pers loan terbatas,
perseroan komanditer, perserO;Jt1 lainnyJ, bac 1 usal1J milik

negara (BUMN), atau IJ<Jdan usaha milik daerah SUMD) c1engan

nama dan dalal11 bentuk apa pun, firma, kongsi foperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpul<Jn, yayasan, or anisasi massa,

organisasi sosial politik, a!vu organis3si lainny , lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak invest ri kolektif dan

bentuk uS<Jl1a telap.

9. Pajak Restoran adalah pajak alas pelayanan ng disediakan

oleh restoran.



"' ..... n<.-" IU.'

dengiJn dipungut bayi1r8n, y::lng menC8kt'p

kafetaria, kantin, wmung, bar, dan sejeni
boga/katering .

11. Pembayman adalc:1l jUl11lall Y8ng ditcrim8 ataL

sebagai imbalan atas penyerallan jasa sebaga

pemilik restoran.

3/\ B II

f\/,';MA PAJAK

Pasal 2

(I) Dengan n2111a Pil,""< Ppstori1n c1ipungut raj."'''
disedial,on 01011 restor<:n

(2) Untuk ketcntuan form;)1 C:.OCI;'ill psl:,I(~8n'1'1n

Restoran dilakukan heroC1s"rkan Peraturan Da
2010 tentang I<etentuan Umum Pajak Daerah.

l
UUII/a.~~u ;llllfUflldrl

i 19<:l rUfTLJh nlC1knil,

ya termasuk jasa

pellarusnya diteril11a

pembayaran kepada

p,~mullgul3n P3jak

ah Nomor 6 Tahun

OBJEI<, SUGY::::< O/\'J WAJIB rAJ 1<

Objck Pajak

P8snl3

(1) Objch: Pnj81", f\cstor~'l 2C~:1~-.11 ~c!rt)f8n~1 y;: ~ d;,,~,~'-:~,.,f~~n ohh
rcs~oran.

(2) Pel8ynn~n y;'qo ('·..:;r<·i .... l~,.,:~ r,.-..s'~·r'"n : ... l_~r~'"';;-Il ,:"; d:Tl::<l/3UC~ rrd<l
ayat (1), Inelipuli pcl;lyonnn penju8i2n m:"1k~n~1 d(1n /:1t.:1U lY,inUITIan
yang c1ikonsu'1l<:.i ohh pQm~,n:', beli'< dik()n~lImci I' temp'1t rd2YClna:l
maupun di tempa! I'<n.

(3) Tidak termrsuk obj.:k f""l~j,~!: ~~0to:,""n ssb."£jrlil· i) di;nc;\'~~ld pada
ayat (1), ad31C1h •

a. pelDyanar )'''''g (;;:~cdinl.ln r(,--~O:"li1 ~';, I m8h m,'!:Zin yCtilg

pengelolaanny~ sniu nlflncljcnl~n dC:I"g~n hc\

b. pelayanan y"n9 disedi8'~all oi:!h restoran Yilr
(peredariJll uSnl,,,) tidc:k mC'l"c."'i i\p. 200.
juta rupiah) per tallull.

n:l3i ocnjUQ1~illnya

0.000,- (:lUi' rc:tu3



Subjek Pajak

Pasal4

Subjek Pajak Restor~n ad,~!ah orang pribadi a u bodan yang

membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

880ian r(etiga

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Restoran adalah orang

mengusahakan restoran.

r;/\o IV

prib8c1i a l badan yang

CARA PENGHITU~:GAN:'M~.I< Cl\r'! 'NILAYAH EMUNC;UTi\N

D"sa r p,onqel'~"l "'j'," Q ... ,' ""1 " '~I''''l )""""'11 ~u . \,..~. '0(' j l.< C~'\ r', .".ill...- <.,1 (. ' •. C, ,-! ,,,. I

diterima atau yang sehoru~nyCi c;tr:riI1l8 r2stor2n.

Tmif Pajak

F'asa! 7

TcHif Pajak RectorCln ditetopan sebesar 10% (sepulu persen)

CarOl Penghitungi1n Pcljok

Besaron pokok P::)j0 1< F>:""":or~;l yTl--' 1'"l"u!,?TiO Cr'l:t1.. 1 'e cer)o7n cc,:'a

mengalikan t8rjr SSbo]::~,rnan8 c!iry·""'·.s' ri: d:.:!lanl i:.-;(,r I' clcngan

c1asar pengenaall p"l;ak se l ,agaiman3 clil";al,sucl dala 1Posal G.



........... ~, ... '" .~ .......... ," t-' ~~ \

Wilayah Pemungutan

r'ilS219

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wi lay, daerah tempat

restoran berlokasi.

S!'.B V

MASA fJAJAK 0"'1\1 SAAT TERUTANG AJAK

Gagian Kesatu

Masa Pajak

(1) Masa pajak adalah jallgka wnl\tu yilng lamany sama dengan 1

(satu) bulan lakwim.

(2) Baginn dal'i bulan di/1itung Siltu bulan penu/1.

Bagian Kedua

Saat Terutang Pajak

Pasal '11

(1) Pajak Restaran yang terul8Pg tcrjQdi p?dQ c;t pembayaran
kepada pengusaha reSIOl'an Potas pclaynniln di j;torc;n.

(2) Oalam hal pembiJyaran dil,,:\ukiln ,'cbelum pC) Yilnan restor~lIl

diberikan, pajak terut,lIlg pada saat terjndi pem yaran.

f3A8 \/1

KETE!\ITU/\N PERAllllAN

(1 )

(2)

r'8S;'1! 12

Tcrhadn.p Psjo/\ R'~::'l()ran y-'-,I1::; ~crl.!~:ll1g c!01:1"',~

berakhir sebel: un borhkunyiJ Per,l,ufclIl OZ1P r 'l,

berlaku ke"entu8n Poratur"rl DPoerah Nomer
tentang Pajak Restorc11l.

Selama peraturclll pcl'1ks2lliJCJIl (/:1'i "':!'i'lu!'81l

diterbitkall, maka peraturan pelaks,lIloan yang

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

In!.

2",:::1 :;:'j(J~( YG:flCJ
ni, lll'1sill tel<lp

T,lllun 2003

.8''1/1 ini belulll

a masih tetap

alur:Jn Oaerah



BflB VII

!\ETENfUI\N ?ENUTUP

P<::20113

Pada saat Peraturan Dacrah ini ,mulai borlaku, Pp.ra~ f<ln Daerah .Nomor ~
Tallun 2003 tentang PaJGk Reslor:"n (Lemb8r8n DC! Tlh Provinsl D'ler8,1

KllUSUS Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 59), di abut d,m dinyatakan
tidak berlaku.

Pasi'>! 1'\

Peraturan Daerah ini mulai berii'~tl p~,:i;] t"l1g9">! dip

J\gar sctinp orang r.v~:lfj2Llhui1Y:l, r.lCI"'18riiltp~

Peraturan Daerah ini riengC'n r~r'~n'tJ'lt<1ilnl(a dOli"

Provinsi DCJerah !<h:JSUS :bukot;J .Jc.\~<'·'riCl.

r ~("~ l""c'~~' 0 no,
,r" Cl (', JU'd !.t\ '~'.ir::l;,r.::

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 0esem be r 2011

SEKRETAdrs DAERAH PROVINSr D/\ERflH KHUSUS
'1 IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITl\N
NIP 195508261976011001

LEM8ARANI DAERAH PROVINSI D/\ERflH KHUSUS IBUKOTA ,JAI<AR
TAHUN 20~1 NOMOR 11

r, r~ngundangan

LembarOlIl Daerah

/\H KHUSUS



fr8h innka di d8larTl
jak Restoran telah
untuk pembiayaan

I.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KH US

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TNIUN 2011

TENTNir.;

PAJAK RESTO!,!','J

lJMUMDCllam rangka pcnyeicnggaraC"l rcmerint-h2'1 eli r'r _ InSi D'vcr;lh KI:IISU<;

Ibu!wtQ J?kalta sr:slI"j kcwcnoncpil ,':l:l, ('>rr:':"" P,"','l ~-,'U! ,t.w r'o","!,,',U;]] unt,,:,
teriaksannnya kev..'cn8ngnn 01:-,1::;1'''''.1.1'"1 l:11':S (;I;~"r""'1ri C:~1l0 r., r'"~"T'l:)i'"'\'[1(;n Yd~lg

memaelai. Salah satu sumbe, pembicl)':13n Y<1n~ ch[C'lt rlipemi'C F'emcrinla!) Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jal(arta adalah melalui penerim'.lan Pa k Daerah antara lain
Pajak Restoran.

Selama ini pclaks<Jnz,an pem1l11fJuian Poji3k Rr;s~or?n 011' 2h di"lllr dalClfl1
Peraturan Dacri111 Nomor G Tahun 2003 bpserta per;:liuran pel, kSiJn;pnnY;1. Dcnoan
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tc:ntCln Pujak Dilcrah de1ll
Retribusi Daerah, yang berakibat acJanya perluasan clal8m h I pemungutan objek
Pajak Restoran, perlu dilakukan penycmpllrnaan terharl8p Per" ran D:Jerc.h Nomor 8
Tahun 2003 melalui Pemturan Daernh juga Y:Jng dalam pon ISllfl3nnya dil::1J(ukiJn
bersama-sama dengan DPFtO, sohinfjiJi' pel;)l(siJnaan pCJnu ;IU(3n P<:1j8k Daeral1,
khususnya Pajak Restor<ln diJp::>t ot:'lil1l~d d'}'''>1 r~n:::I~:l mendl)!' Irg penye1engfJ2r<JLin
pemerintahan di Provinsi DiJcrah i<huSllS fbI/kola Jill(Clrtn.

G "'rka'l~') clong"') lr'-"\~"":'>n~'lr,..,r. [,··-·:..., ...... ,:1·1 rJ~~r~,-"'·1 (:, ''''''Y, ",. ror,+-: .,· ... ·:-'11 'or," I"I;~_~V'''' I ell , ...01 (.~;/~ ... " Cl ,:;j0.1 ...... j~.t.. ! '.~'.. , "'., I. ,,·_1. , • I J J "

dncral1 adalal1 clalam rangku untC):( 1Ti':ngl)'m',lIi (ntcriJ~:(0nny" 1'i~ p\iJl: \,,:T9 ti:lg]i
dan cli!um kewennngan yJng diberikan, schingga clap,]t men, nb3/l bebrn kC'pada
masyarakat, dan sejaian dengnn tuntlJt2n masy:J,ilKCl( lorhxJ2p 1 ' 18yanan masyar:Jkat
yang harus semakin baik, maka Pemerinlah Provinsi DiJerah K !sus Ibukota Jakarta
secara terus menerus berup3y3 meningkatkan kinerja peluyn annya sebagairn2na
yand diharapkan oleh masyaralwt.

Untul( meningkatkan akuntabilitas <leas pungutun pi1jak 0
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pacla ketentuan F

diamanatkan agar sebaginn hasil peneriman pajak dialokasikc
penyelenggaraan pemerintil/liln d::111 pcmbangunan bagi claerah.

Dengan diberlakukannya Peraluran Pajak D3erah ini, Idapat memberikan
kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didillam pc (SanaCln kcwajiban
perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat un k membayar pajak,
khususnya Pajak Restoran semakin meningl,at dan bagi ap nat pemungut pajak

bekeria secara profesional yang clidasari pada prinsip tata kelol Ipemerintahan yang
baik.



material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar
pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan men
saat terutang pajak.

II. PASAL OEM I PASAL.

I 1

ngka 1

Cukup jelas.

ngka 2

CUkup jelas.

ngka 3

Cukup jelas.

A-\ngka 4

Cukup jelas.

ngka 5

Cukup je/as.

ngka 6

Cukup jelas.

ngka 7

Yang dimaksud dengan "tidak mendapatkan imbal
adalah bahwa atas pembayaran Pajak Oaerah tidak da
langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau b
secara kolektif.

ngka 8

Cukup jelas.

I
ngka 9

Cukup jelas.

ngka 10

Yang dimaksud dengan "jasa boga" adalah usaha yan
makanan, hidangan dan santapan.

Yang dimaksud dengan "katering" adalah usaha yang me
pemasok hidangan untuk pesta, pertemuan, dan sebagai
pemesan.

A gka 11

Cukup je/as.

pasalf.

clkup je/as.

III It! 18dlUl l\t::lt::lllUdll

engenaan pajak, tarif
nai masa pajak dan

secara langsung"
!t diberikan imbalan
an, tetapi diberikan

melayani dibidang

yani pesanan atau
a untuk keperluan
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9 dimaksud dengan "pembayaran atau seharusnya dibayar" adalah
ah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas
erahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran.

k usaha kateringfjasa boga, pembayaran adalah pada saat diterimanya
bayaran dari pemesan kepada pengusaha katering/jasa boga.

)

kup jeras.

)

Pasal3

Ayat

C

Ayat

Y ng dimaksud "dikonsumsi ditempat lain" adalah termasuk pelayanan lake
ay/delivery order (melalui pesanan, diantar atau dibawa pulang atau yang
k dikonsumsi ditempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh

r toran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga atau
~ ering, dan sejenisnya.

Ayat ( )

q up jelas.
Pasal4

Cuku ·elas.

Pasal 5

CUkup elas.

Pasal6

Ya
ju
pe

Un
pe

Pasal 7

Cukup las.
Pasal8

Cukup las.

Pasal 9

Cukup las.
Pasal 10

Cukup las.

Pasal 11

Cukup las.
Pasal 12

Cukup j las.
Pasal 13

Cukup j las.

Pasal14

Cukup j las.

TAMBAHAN LE BARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 25


